SALINAN

Z27 RS

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun

Anggaran 2017;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Infonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoenesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5717);



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2017
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 8);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

Menetapkan :

dan
BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran,;

o

Neraca;

Laporan Arus Kas;

o o

Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Perubahan Ekuitas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

=R R

Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD; dan

Pt

Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 2
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 2.769.242.943.472,00
b. Belanja Rp. 2.071.726.133.897,00
c. Transfer Rp. 575.378.714.074,00
Surplus Rp. 122.138.095.501,00
d. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp. 178.838.742.508,00
2. Pengeluaran Rp. 17.134.333.000,00
Pembiayaan Netto Rp.161.704.409.508,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp.283.842.505.009,00



Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai berikut :
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 56.466.545.472,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan

setelah perubahan : Rp. 2.712.776.398.000,00
2. Realisasi : Rp. 2.769.242.943.472,00
Selisih Lebih : Rp. 56.466.545.472,00

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 225.436.345.103,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja

setelah Perubahan : Rp. 2.297.162.479.000,00
2. Realisasi Belanja : Rp. 2.071.726.133.897,00
Selisih Lebih :Rp.  225.436.345.103,00

c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah

Rp. 1.582.814.926,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Setelah perubahan : Rp. 576.961.529.000,00
2. Realisasi :Rp. 575.378.714.074,00
Selisih Lebih : Rp. 1.582.814.926,00

d. Jumlah Anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit)
sejumlah Rp. 283.485.705.501,00 dengan rincian sebagai
berikut :

1. Setelah perubahan : Rp. (161.347.610.000,00)
2. Realisasi :Rp. 122.138.095.501,00
Selisih Lebih : Rp. 283.485.705.501,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. 356.799.508,00 dengan rincian sebagai
berikut :

1. Setelah Perubahan : Rp. 178.481.943.000,00
2. Realisasi :Rp. 178.838.742.508,00
Selisih Kurang : Rp. 356.799.508,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Setelah Perubahan : Rp. 17.134.333.000,00

2. Realisasi : Rp. 17.134.333.000,00

Selisih : Rp. 0,00




g

. Selisih anggaran dengan

realisasi pembiayaan netto

sejumlah Rp 356.799.508,00 dengan rincian sebagai

berikut :
1. Setelah Perubahan
2. Realisasi

Selisih Kurang

Pasal 4

Berdasarkan Pertanggungjawaban

P

endapatan dan Belanja Daerah

: Rp. 161.347.610.000,00
:Rp. 161.704.409.508,00
: Rp. 356.799.508,00

Pelaksanaan Anggaran

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember

Tahun 2017 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai

b
a
b

C.

erikut :

. Jumlah Aset

. Jumlah Kewajiban
Jumlah Ekuitas

. Jumlah Kewajiban

dan Ekuitas

Pasal 5

Berdasarkan Pertanggungjawaban

Pendapatan dan Belanja Daerah

: Rp 6.006.822.341.817,70
: Rp 13.390.891.304,00
: Rp 5.993.431.450.513,70

: Rp 6.006.822.341.817,70

Pelaksanaan Anggaran

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, Saldo Akhir Kas pada tanggal 31 Desember

Tahun 2017 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas
sejumlah Rp. 283.842.505.009,00 dengan rincian sebagai

b

erikut :

a. Saldo Kas awal

per 1 Januari tahun 2017
. Arus kas dari aktifitas operasi
Arus kas dari aktifitas Investasi
Arus kas dari aktifitas Pendanaan
Arus kas dari aktifitas transitoris
Kenaikan/Penurunan Kas

Saldo akhir kas
per 31 Desember 2017

: Rp 180.974.644.808,00
. Rp. 570.469.692.354,00
. Rp. (465.465.929.853,00)
. Rp. 356.799.800,00
: Rp 9.877.715,00
: Rp 105.370.440.016,00

: Rp. 283.842.505.009,00



Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan : Rp. 2.588.493.954.512,27
b. Beban : Rp. 2.043.765.448.451,44
c. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan
Operasional : Rp. 544.728.506.060,83
d. Surplus /(Defisit dari Kegiatan
Non Operasional : Rp. 74.721.184.562,58
e. Surplus/(Defisit) sebelum Pos
Luar Biasa : Rp. 619.449.690.623,41
f. Pos Luar Biasa : Rp. (3.882.293.238,00)
Surplus/ (Defisit)-LO : Rp. 615.567.397.385,41
Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dengan tahun yang
berakhir 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal :Rp. 178.481.942.708,00
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih: Rp. 178.481.942.708,00
Sub Total : Rp. 0,00
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran :Rp. 283.842.505.009,00
Sub Total : Rp. 283.842.505.009,00
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya : Rp. 0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir :Rp. 283.842.505.009,00
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir 31
Desember 2017 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal :Rp. 5.607.659.947.463,18
b. Surplus/(defisit)-LO :Rp. 615.567.397.385,41
c. Kebijakan Kesalahan Mendasar :Rp. (229.795.894.334,90)
d. Ekuitas Akhir :Rp 5.993.431.450.513,70



Pasal 9
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2017 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-

pos laporan keuangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

1. Lampiran [.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

2. Lampiran [.2 : Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan,;

3. Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan
kegiatan,;

4. Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan Negara;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional,;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
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Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran IX

Catatan atas Laporan Keuangan ;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan

Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Inventasi)
Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi
Penambahan

dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pengerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar Kegiatan — kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/

Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 3 Agustus 2018
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 3 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
c
= 7~

'

SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
(8/2018)



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2017

UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang
telah dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
merupakan kerangka hukum dan kebijakan penyelenggaraan Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam
Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai
dengan  Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi
Pemerintahan tersebut menggunakan basis akrual.

Prinsip Akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu
urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas,
besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan

suatu Urusan Pemerintahan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 121



